
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 120 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 12 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANG ARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam egen 
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 rogram, 
kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana 
transfer yang sudah jelas peruntukannya atau 
penggunaanya sesuai dengan ketent an peraturan 
perundang-undangan , Dana Darurat yang diterima 
daerab pada taha p pasca ben cana, bantuan ke angan 
yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia 
dan I a tau belum dianggarkan, dap t dilaksanakan 
mendahu lu i penetapan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Penda patan dan elanja Daerah 
Tab n engan ca ra: a) m ne pkan Pera turan Kepala 
Daerah tentang Peruba h an Penjabaran nggaran 
Pen da patan dan Be anja Daerah Tah n , untuk 
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah 
ten tang Perubahan Anggaran Penda patan dan Belanja 
Da rab Tabun Tahu n An ggaran 2022; atau 
b) ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi 
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti PasaI 3 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang 
Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak 
Inflasi Tahun Anggaran 2022, Daerah menganggarkan 
belanja wajib dengan melakukan perubahan peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
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untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah 
mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi 
Anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

c. bahwa erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
. ak alam h ruf a dan huruf b, per menetapkan 

Peraturan Bupati Tasikmalaya tentan g erubahan 
Keempat atas Peraturan Bupati Tasikmalaya No~ or 121 
Tahun 2021 ten tang Penjabaran Anggaran Pen dapa tan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya ah n 
Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 14 a hun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupate d a lam 
Lingkungan Provinsi J awa Barat (Berita Negara 
Republik Indone ia tanggal 8 Agus s 1 50), 

agaima a tela d ' bah dengan ang-Undang 
Nomo 4 ahun 1968 ten ang Pembentukan Ka u paten 
Purwakarta dan Kab paten Subang dengan Mengubah 
Undan g-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah K bupaten alam 
Lingk ngan Provinsi Djawa B' rat (Lem baran Negara 

epu blik In on esia Tahun 1968 Nomor 3 1, T bahan 
Lem ar Negara Republik lnd nesia Nomor 28 1); 

2 . Unda ng-Undang Nomor 17 Tahun 20 3 tentang 
Ke angan Negara Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahu n 2003 Nom or 47, Ta m bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 286); 

Undang-Un ang Nom or 1 Tahun 20 4 tentang 
Perbe daharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
ndonesia un 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 

Negar Repu blik Indon esia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Un dang-Undang Nomor 1 Tahun 20 22 tentang 
Hubungan Keu angan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nom or 4 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah an Wakil 
Kepala Da erah (Lem baran Negara Republik In onesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran N ara 
Republik Indones·a Nomor 4028); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keu gan Badan Layanan U m 
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2 05 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Nega a R p lik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah d i bah 
dengan Peraturan Pe erintah Republik Indo esia 

omor 74 Tah n 20 2 te tang P ru a an atas 
era emerintah mor 23 Tahun 05 ten tang 

gelo a euangan adan Layan U urn 
(Lem an Negara Republik Indo esia Tahu 2012 

o or 17 1, Tam ahan Lem baran Negara ep blik 
Indon e ia Nom r 5340); 

9. Pera tu ran Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang 
Stan dar Ak ntansi em erinta an (Le b egara 
Rep bli In d nesia ah n 20 10 N m r 123, 

am ah Le baran N gara Republi In onesia 
Nomor 5165; 

10. Pera tu ran Pemerintah Nom or 18 T un 2017 tentang 
Ha k Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan akyat Dae ah (Lembaran 
Negara publik In don esia Tahun 2017 Nomor 106 
Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 60 57); 

11. Peraturan Pem ri ah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan I nve stasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 9 Ta hun 2021 
tentang Ta ta Cara Evaluasi Rancangan Pe aturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Ranca n gan Peraturan Daerah t tang 
Perubah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten ta g 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala aerah t n tang 
Penjaba ran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Berita Negara Republik Indo _ esia 
Tah n 2021 Nom or 431) ; 

16. eratur n Men teri Dalam Negeri Nomor 2 7 Tahu n 2021 
ten n g Pedoman Penyusunan Angga an n da atan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 2 ( erita 
Negar R u blik In donesia Tabun 2021 Nomor 926); 

17. Peratu an Menteri Keuan gan Nomor 2 / PMK.07 / 2022 
tenta g Rincian Dana Ba gi Hasil Cukai Hasil 
Tern akau m enu rut Daerah Pr vinsi/Kab a ten/Kota 
Tah n Anggaran 2022 (Be rita Negare e ublik 
Ind n esi Tahu 2022 Nom r 3 1) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupa ten Ta ikmalaya omor 7 
Tahun 20 10 tenta ng Rencana Pern anguna Jangka 
Pa njang Daerah (RPJP) DAERAH Kabupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah 
Kab paten Tasikrnalaya Tahu n 201 0 Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 ten tang Sistern Perencanaan 
Pembangunan aerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2014 Nornor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 3 Tahun 202 1 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Tahun 2021 Nomor 3); 

22 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 202 ten tang Anggaran Pendapa a n dan Belanja 
Daerah Tabun Anggaran 2022 (Lemba a n Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Ta hun 2021 Nomor 1 ; 

23. Peraturan Bupati Tasikrnalaya Nomor 119 Tab n 20 21 
ten tang Keduduk n, Susunan Organisasi, Tuga d 
Fungsi Perangkat Daerah (Be rita Daerah Kabupate 
Tasikrnalaya Tahu 2021 Nomor 119); 

24. Peraturan Bup ti Tasikrnalaya Nomor 43 Tabun 2 21 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabu pa ten 
Tasikrnalaya Tahu n 2022 (Berita Daerab Kabup ten 
Tasikmalaya Tabu n 202 1 Nomor 43); 

25. Peratura Bup i a ikmalaya Nomor 24 a u n 022 
ntang erubahan a tas e a an B pati a ikm aya 

I om 2 Ta un 202 te t g Penjabaran 
Pendapatan dan Bel ja aerah 
Anggaran 2022; 

E UTUS N: 

P RATURAN BUPATI TENTANG PER BAHAN KE MPAT 
ATAS E TURAN BUPAT T SI MALAYA N M R 121 
TAHUN 02 NT G E JABARAN GARAN 
PENDAPATAN DAN BELA J DAERAH UPATEN 
TASI MALAYA TAHU ANGGARAN 202 

Pa al I 

Beberapa ketentuan dalam raturan B pati Tasikmalaya Nomor 121 
Tahun 2021 tentang Penjabara Angga an Pendapatan dan Belanja Daerab 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tabun 2021 Nomor 121), yang telab beberapa kali diubah 
dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya: 
a. Nomor 63 Tahun 2022 ten tang Peru bah an Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2022 
Nomor 63); 
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b. Nomor 78 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 
Anggaran 2022 (Be rita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 
Nomor 63); 

c. Nomor 88 Tahun 2022 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 
Anggaran 2022 (erita aerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2022 
Nomor 88); 

diubah seba gai berikut: 

1. eten tuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai en t: 

Pa al3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direne an 
eb sar Rp3.214.251.912.942 (tiga triliun dua ratus empat belas m iliar 

d u a ratus lima puluh satu juta s mbilan ratus dua belas ri s ill ilan 
ra t s empa puluh dua rupiah), yang bersumber dari: 

a . pen apa an asli daerah; 

b . pe apa an ansfer; d 

c . run- ru enda pa an d aera h y g sah . 

2. K tentuan a al IU gg Pasal8 berbu yi sebagai rikut: 

Pasa18 

Anggar belanja da rah tahu n a ngga ran 2 22 d irencanakan besar 
Rp3. 0 .8 2. 3 1.70 ,0 tiga t riliun tiga ratu s lima miliar delapan ratus 
se bilan puluh u a ·uta elap· ratus ·ga puluh satu ribu tuj h ratus 
emp t rupiah) yang ter In a 

a. bela nja ope asi; 

b. belanja moda ; 
c. belanj tidak terduga; dan 

d. belanja tr sfer. 

3. Ketentuan Pasal9 diubah, seh ingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a direneanakan sebesar Rp2 .337.042.910.212,00 (dua triliun 
tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat puluh dua juta sembilan 
ratus sepuluh ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan so sial. 
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(2) Be1anja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.449 .770.817.534,00 (satu triliun empat 
ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta 
delapan ratus tujuh be1as ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp586 .750.419.678,00 (lima ratus 
de1apan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus 
sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). 

(4) Belan'a h ' a dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dire canakan se esar p29 . 59.673.0 a ra s sembilan 
puluh tujuh m iliar de1apan ratus lima puluh sembilan j ta enam 
ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) . 

(5 Belanja bantuan sosial s bagaimana dimaksud pada ya (1) 
huruf d dire anakan se esar Rp2.662.000.000,00 (dua iii 
enam ra tus enam puluh duaju ta rupiah). 

4. ian tara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah Pasal llA sebag . berikut : 

PasalllA 

A aran belanja tidak terdu g sebag 'mana dimaks dalam Pa sal 8 
h f c direnca ebe ar Rp29.443. 28. 12 , a uluh 
sem bi an T r empa a us empa puluh 'g juta seratus u a uluh 
d ela pan ribu eratus a puluh satu rupiah . 

5. Ketentuan Pasal 14 iu bah , seh'n gga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Ur'an lebih lanjut anggaran pen a pa tan an bela nja daerah 
seb' gaimana d ·m.aksu d dal asal 2 , ercantum da lam La piran yang 
meru akan ba gian ti ak te . ahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri 
dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Peru bah an ata s Penjabaran APBD yang 

Dik a sifikasi Menu rut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, elanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Rinc 'an APSD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan 
bersifat Khusus; 

6, Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran belanja bagi hasil; 
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7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian 
Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak 
dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
o rganisasi , Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis , Objek dan Rincian Objek 

endapatan, belanja dan Pembi yaan; 

9. La m piran IX Rincian Dana Ta mba han Infrastruk tur Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, rogram, 
Kegiatan, Su b Kegiatan, Kelompok, Jen's, ~ek 

dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan 

1 . Lampiran X 

Pembiayaan; 

Sinkronisa;:,i Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan erda 
tentang APBD dan Rancangan Perka a te tang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perba asan N ga a . 

Pa sal II 

Peratu ra n Bupati i i mul i berlaku pa a tanggal d iundan gkan. 

Agar setiap orang dapa t mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan 
Peratu ra n Bupati 1 1 den gan penempatannya dala Berita aerah 
Kabu at n Tasikmalaya. 

22 

SIKMALAYA, 

Singaparna 
, ~ . we tb'eir- 2022 

ASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 


